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Article Abstract
A interfaith a’iq:{e is a marviage that occnrs between comples who adbere to different
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iolatio
Conseque: n’ - sg that are declared valid are marriages that take place m‘mn‘fy{g o their mper\e‘we rydjggjxﬂﬁ;:. Tf}xr‘
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research approach wsed is a wormative approach where this research exansives primary and
secondary data, And analyzed wsing qualitative methods. The reswlts of this research show that
interfaith marriages from the perspective of the Marviage Law are nvalid and becowe a
violation if interfaith mearviages are still carried out, which will give rise to legal consequences.
Based on this wesearch, it is boped that it will become information and input for stidents,
acadensics, practitioners, and all parties in weed within the Facalty of Law, Pancasakti

University, Tegal.

Abstrak

Kata Kunci Pt:rkawinaratda agama adalah perkawinan yang terjadi antara pasangan yang
Perkawinan ~ Beda  Agama, menganut agama yang berbeda. Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang
Pelanggaran, Akibat Huknn Perkawinan tidak dengan tegas mengatur mengenai persoalan perkawinan beda
agama, namun scjatinya perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan karena
perkawinan yang dinyatakan sah adalah perkawinan yang terjadi menurut masing-
masing agamanya. Peratisn ini bertujuan untuk Untuk menganalisis sudut pandang
Perundang-undangan terhadap perkawinan beda agama sebagai bentuk pelanggaran
undang-undang perkawinan dan untuk mengerahui akibat hukum terH§fBp
pernikahan beda agama pasca terkabulnya suatu penetapan pengadilan. Jenis
penel.itiayang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kepustakaan,
dimana studi pustaka adalah pengkajian inﬁ)ri tertulis mengenai hukum yang
berasal dari berbagai sumber. Pendekatan penelitian yang mnakzm adalah
pendekatan normatif dimana penelitian ini mengkaji melalui data primer dan
sekunder. Dan dianalisis dengan metode kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa Perkawinan beda agama dalam sudut pandang Undang-Undang Perkawinan
adalah tidak sah dan menjadi sebuah pelanggaran apabila perkawinan beda agama

169




Penetapan Pengadilan Atas Pernikahan Beda Agama Sebagai Bentuk Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan
Maretta Dwi Putri, Nuridin, Moh Taufik

tetap dilaksanakan sehingga akan menimbulkan suatu akibat hukum. Berdasarkan
penclitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi
mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. .
20
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya pluralistik dengan memiliki

heragam suku, budaya dan agama yang berbeda. Salah satu sisi PILI[&]]J‘;I'IIE hangﬁa Indonesia yang
paling mendaszu' adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh masyarakatnya (Badilag,
2022). Dari banyaknya agama yang ada di Indonesia masing-masing mempunyai aturan tersendiri
terhadap perintah dan larangan yang harus di patuhi setiap umatnya, salah satunya tentang
Perkawinan.
Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang diatur didalam pa‘;al 28 B menjelaskan
bahwa setiap orang berhak untuk membentuk serta melanjutkan garis keturunan melalui
perkawinan yang fih. Hal ini di implementasikan dengan di Undangkanya peraturan mengenai
perkawinan yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 1 Undang—
Undang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keffElrga yang
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Berdasarkan pengertian perkawinan
yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak hanya mengat§Ejnasalah
hubungan perdata saja, melainkan pada perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan
Yang Maha Esa. Sehingga Perkawinan adalah suatu ikatan yang meng;kat antara dua orang
(B lainan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan dengan niat yang suci dengan harapan menjadi
keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Perkawinan beda agama tentunya dapat menimbulkan permasalahan karena pernikahan
tidak hanya berkaitan pada hubungan pribadi dari pfgghgan yang melangsungkan pernikzhan
namun juga berkaitan Effingan permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini jelas
diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan dimana dapat
dikatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Karena
pada dasarnya dalam setiap agama yang ada di dunia tentu saja memiliki ketentuan-ketentuan
yang mengatur permasﬂlahﬂn rnengenai perkawinan ‘;ehingga pada prin‘;ipn\‘a ‘;etiap pasangan
yang akan melangnmgkan perkawmm harus tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam
agamanya masing-masing. Hal ini menunjukan bahwa setiap warga Negara Indonesia yang akan
melangsungkan perkawinan harus melewati lembaga agamanya masing-masing serta tunduk
kepada aturan pernikahan yang diatur dalam agamanya. Apabila menurut hukum agama tidak
dlperbolehkan dan tidak diakui keabsaha@%ja, maka tidak sah pula menurut negara.

Hal ini juga selaras pada pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang diberlakukan
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan bahwa dilarang
melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena wanita tersebut tidak
beragama Islam (Manan, 2008). selain itu pada pasal 22 KHI juga menyatakan bahwa seorang
wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama islam. maka
Ekrdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diketahui bahwa tidak ada perkawinan antar
agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi (Asiyah,
2015).

Walaupun tentang perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, namun tidak semua aspek perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang
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ini, salah satunya mengenai persoalan perkawinan beda agama. Sejak disahkannya Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana undang-undang
tersebut telah membuka peluang bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda
agama, dan sudah dapat mengajukan sebuah permohonan pernikahan beda agama ke Pengadilan
Negeri dengan tujuan agar Pengadilan mengeluarkan suatu penetapan dengan bentuk dispensasi
dari Pengadilan Negeri agar pernikahan beda agama @ sah kan secara hukum (Karim, 2017).
Permintaan suatu permohonan kepada Pengadilan Negeri merupakan salah satu cara yang
ditempuh oleh pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan beda agama. Namun tidak
semua permohonan terima oleh hakim, karena hakim berhak mengabulkan maupun menolak
permohonan penetapan perkawinan. Apablla pengadilan mengabulkan permohonan pemohon,
maka pengadilan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan
tersebut.

Permasalahan perkawinan beda agama juga dapat dilihat dalam beberapa kasus, contohnya
kasus yang sedang hangat dibicarakan beberapa saat lalu, yaitu kasus perkawinan beda agama
antara pengantin perempuan beragama Islam dan pengantin pria beragama Khatolik, pekawman
ini terjadi di Kota Semarang dimana kedua mempelai yang tidak disebutkan nafffflhya ini
melakukan dua kali ikrar pernikahan. Yang pertama kedua mempelai melakukan akad di sebuah
hotel Kota Semarang lalu dilanjutkan melalui pemberkatan di Gereja St. Ignatius Krapyak.
Menurut pengakuan saksi yang tidak disebutkan namanya bahwa kedua mempelai melakukan
pernikahan melalui proses yang panjang karena harus menunggu selama 2 tahun sebelum
akhirnya memutuskan melangsungkan pernikahan setelah adanya penetapan pengadilan (Liputan
6, 2022).

Berdasarkan @Il tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan yang
ditetapkan tersebut sebeffirnya bertentangan dengan Perundang - Undang yang berlaku. Namun
jika dipandang menurut UU Nomor 23 Tahun 20006 tentang Administrasi Kependudukan, yang
eksistensinya pada pasal 35 huruf a dimana perkawinan dapat ditetapkan oleh pengadilan adalah
perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama (Heriyanto & Mustofa, 2021). hal ini
tentu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dikalangan masyarakat, ada yang beranggapan
bahwa perkawinan beda agama tidak sah dihadapan agama maupun hukum bila dilihat dari
Peraturan Perundang-Undangan yang ada, namun ada pula yang berpendapat sah, karena
melihat adanya Penetapan Pengadilan.

METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian  yang akan penulis lakukan yaitu Elenggunakan jenis penclitian
Kepustakaan atau Iibrary Research (Hamzani, 2020). Dimana studi pustaka adalah pengkajian
informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara
luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yang bentuknya berupa buku, makalah,
jurnal penelit{fl) buletin, koran, skripsi, tesis, dan lain-lain (Muhaimin, 2020). Oleh karena itu
penulis akan menggunakan literatur kepustakaan dgfgan cara mempelajari buku-buku, jurnal
ilmiah, maupun hasil dari penelitian terdahulu, serta bacaan-bacaan yang berkaitan dengan Judul
penelitian.
2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendckatan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif,
Finana penelitian ini menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Oleh karena itu
penelitian ini hanya ditujukan pada dokumen-dokumen sehingga penelitian ini sangat erat
huburfghinnya dengan studi kepustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder.
3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penclitian ini dapat dilihat dari sudut sumbernya yaitu :
Perundang-Undangan, /iteratur, dokumen-dokumen, hasil penelitian sebelumnya, buku-buku,
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serta jEal dan artikel.
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan study  kepustakaan atau
Library Reaserch. Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan cara menelusuri
literatur-literatur ilmu hukum maume hasil dari pen litian sebelumnya yang relevan dengan
permasalahan pada penelitian ini. Selain itu penulis juga menambahkan buku serta dokumen-
dokumen lain seperti jurnal hukum dan artikel agar dapat menunjang keberhasilan penelitian ini.
5. ERtode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan untuk penelitian ini metode kualitatif, yang
dipergunakan untuk meffkaji aspek-aspek normatif atau yuridis dengan melalui metode yang
bersifat deskriptif yaitu dengan cara melakukan penaffffan terhadap bahan-bahan hukum yang
telah ada lalu dihubungkan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan
suatu kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban dari hasil penelitian (Muhaimin, 2020).

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai peraturan perkawinan beda agama dalam sudut pandang peraturan-
peraturan produk pemerintah di Indonesia. Terdapat tiga §flut pandang yang akan penulis
bahas yaitu perkawinan beda agama dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan serta sudut pandang perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam.
Untuk mengetahui secara lebih detail mengenai sudut pandang perkawinan beda agama
dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan berikut.

1. Elerkawinan Beda Agama Dalam Sudut Pandang UU Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Perkawifln beda agama secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang
Perkawinan. Namun pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa
mengenai perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya dan
kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu sah atau tidaknya perkawinan ditentukan pada
agama yang dianut pasangan yang melangsungkan perkawinan (Ashsubli, 2015). Dengan tidak
diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan,
maka tidak jelas pula kepastian mengenai diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan
beda agama. Artinya ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan ini akan menimbulkan
ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut (Hardio, 2018). Namun Undang-Undang
Perkawinan ini memegang erat kereligiusan dimana menempatkan agama sebagai kekuaran
dalam membuat isi dari peraturan yang termuat didalam Undang-Undang ini. Dimana undang-
undang perkawinan ini fenegaskan bahwa perkawinan baru dapat dikategorikan sebagai
perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan
masing-masing, sebagaimana dimaksudkan dalam pen]elasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan bahwa tidak ada perka\mnfm diluar hukum ma‘;mg rnasmg agama dan keperm\ aan
itu (Amri, 2020).

Pemberlakuan pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus
dimaknai secara Kumulatif, artinya komponen-komponen dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat
(2) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan
hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor
Urusan Agama untuk yang beragama Islam maupun Kantor Catatan Sipil untuk yang non Islam
maka perkawinan tersebut belum diakui sah secara hukum dan negara. Begitupun sebaliknya d1
Indonesia sendiri adalah negara dimana mayoritas pendudukn\ﬂ beragama islam ﬂpﬂbl
seseorang melakukan perkawinan namun menyimpang pada ketentuan agama yang dianutnya
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maka perkawinan tersebut tidak sah secara hukum agama (PA Probolinggo, 2022).

Definisi perkawinan beda agama dalam peraturan terdahulu seakan tidak disepakati oleh
hukum positif setelah adanya Undang-Undang Perkawinan yang merujuk pada kereligiusan.
Dimana Undang-Undang Perkawinan jelas menolak kebolehan pasangan yang akan
melangsungkan perkawinan dengan status agama yang berbeda, karena perkawinan yang
dikatakan sah apabila mempelai tunduk pada suatu hukum yang telah ditetapkan. Hal ini jelas
menjadi permasalahan serta mengundang penafsiran terhadap ketentuan yang akan muncul
dikalangan masyarakat Indonesia (Arifin, 2019).

Sebelum adanya Peraturan Perundang-undangan ini isu perkawinan beda agama sudah ada
sejak dulu pada zaman Belanda yang kemudian diatur dalam bentuk Penetapan Raja dimana
merupakan peraturan tentang perkawinan campuran atau Regeling op de Gemengde Huwelijken
(GHR). Pada GHR peff}vinan beda agama diatur pada pasal 1 dimana menyatakan sebagai
Perkawinan Campuran, yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-
orang di Indonesia yang tunduk pada aturan yang berlainan.

Sudargo Gautama berpendapat bahwa istilah perkawinan campuran pada pasal 1 GHR
berarti perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan dan dapat disebabkan karena
adanya perbedaan kewarganegaraan, kependudukan, tempat kediaman, dan agama. Namun sejak
dikeluarkannya Instruksi Presidium Kabinet No 31/U/IN/12/1966 Perkawinan Campuran
tidak lagi dibedakan dengan penggolongan penduduk namun diubah menjadi Warga Negara
Asing atau dapat dikatakan sebagai WNA dan WNI yaitu Warga Negara Indonesia (Carolina,
2013).

GHR menjelaskan pada pasal 7 ayat (2) bahwa perbedaan agama, bangsa dan negara
bukanlah suatu @lalangan untuk melakukan sebuah perkawinan. Hal ini menunjukan bahwa
sebelum adanya Undmg Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawm:m beda
agama dapat dilaksanakan dan mendapatkan kekuatan hukum yang sah sebagaimana diatur
dalam GHR. Pada zaman Belanda perkawinan beda keyakinan ini sering kali mengesampingkan
norma agama dimana pasangan yang akan menikah ini melanggar norma agama dengan
melangsungkan perkawinan beda agama, padahal pasangan tersebut sehat jasmani d«g rohaninya
sehingga dapat membedakan perintah serta larangan yang terdapat dalam norma agama yang
dianutnya.

Setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahum 1974 Tentang Perkawinan, peraturan
mengenai perkawinan beda agama pada GHR cenderung terhalangi karena ada beberapa paqal
yang dijadikan larangan mengenai Perkawinan beda agama yaitu pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8
huruf (f) dimana pada pasal 2 ayat (1) dikatakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang
terjadi berdasarkan ketentuan masing-masing agamanya serta dipdfkuat oleh pasal 8 huruf (f)
disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh
agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kfivin,

Perkawinan Campuran yan@dilegalkan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 hanya
perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang di Indonesia dan tunduk pada hukum yang
berlainan, karena terdapat perbedaan kewarganegaraan dimana satu pihak berkewarganegaraan
Asing dan salah satu plhak lainnya yang melakukan perkawinan berkewarganegaraan asli
Indonesia. Ketentuan ini terdapat pada pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena iru
dapat disimpulkan bahwa dalam faktor perbedaan agama tidak lagi dimasukkan dfin aturan
perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, melainkan perkawinan
campuran yaitu perkawinan yang hanya terjadi antara WNI dengan WINA.

Peraturan perundang-undangan terdahulu mengenai perkawman sebagaimana yang telah
dijadikan landasan hukum oleh beberapa pengadilan negeri untuk menetapkan atau
memperbolehkan perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan pada aturan peralihan pasal
I UUD 1945 yang berbunyi segala badan negara serta peraturannya masih tetap berlaku selama
masih belum ada peraturan yang baru mengenai hal tersebut (Zamrono, 2018). Dalam hal ini
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peraturan mengenai Perkawinan beda agama maka jika belum adanya aturan yang mengatur
mengenai perkawinan beda agama aturan terdahulu masih boleh dijadikan sebagai landasan
putusan Pengadilan. (2]

Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dimana pasal 66 menyatakan bahwa sebuah peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan
segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi (Bahri, 2020). Jelas dari
aturan tersebut diatas adanya penetapan pengadilan yang memperbolehkan perkawinan beda
agama di Indonesia menjadi suatu hal yang menyimpang dan menjadi sebuah pelanggaran
terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan semestinya dilakukan oleh pasangan yang seagama agar pelaksanaan
perkawinannya tidak ada hambatan maupun penyelewengan agama, dimana salah satu mempelai
meleburkan  diri pada agama calon pasangannya dengan tujuan agar dengan mudah
melangsungkan perkawinan atau calon mempelai melakukan dua kali akad perkawinan. Hal
tersebut sangat tidak diperbolehkan dalam agama Islam maupun agama lain yang juga melarang
terjadinya perkawinan beda agama. Karena dalam pelaksanaan perkawinan menurut Undang-
Undang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan dan tidak sah menurut
hukum kecuali salah satu mempelai berpindah agama barulah perkawinan dapat dikatakan sah
dan dapat dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan (Bahri, 2020).

2.  Perkawinan Beda Agama Dalam Sudut Pandang Undang-Undang No 23 Tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan adalah hak setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan dan
hal tersebut menjadi suatu kewajiban negara serta perangkat-peranglftnya untuk memenuhi apa
yang menjadi hak tersebut (Fatahullah et al, 2020). Undang-Undang¥o 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan pada pasal (1) menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan
adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen data kependudukan dengan
pendaftaran penduduk melalui pencatatan sipil serta pengelolaan informasi penduduk dan
pendayagunaan hasil sektor pelayanan public (Aeni, #318).

Penafsiran terhadap perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan terdapat pada pasal 35 huruf (a), dimana pasal tersebut
menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 34 berlaku
pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Ketentuan dari pasal ini tentu
memberikan peluang bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama agar
dapat mencatatkan perkawinan tersebut ke kantor caratan sipil (Rosidah, 2013). Bagi pasangan
yang akan melangsungkan perkawinan beda agama dapat membuat permohonan yang mana
permohonan tersebut akan di tetapkan oleh Pengadilan Negeri. Penetapan tersebut bisa berupa
penolakan hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut atau mengabulkan permohonan
tersebut. Jlkﬂ permnhnnann\ﬂ dikabulkan oleh Pengadllan \.egerl maka hakim akan mengurus
Pejabat Kantor Catatan Sipil untuk melakukan perkawinan beda agama dan mencatatnya sebagai
perkawinan yang sah.

Namun penafsiran perkawinan beda agama pada Undang-Undang Administrasi
Kependudukan ini bfffentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dimana menurut undang-
undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawman yang sah adalah perkawinan
yang terjadi berdasarkan ketentuan hukum masing-masing agamanya, sedangkan pada pasal 35
huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan memperbolehkan melakukan pencatatan
perkawinan beda agama setelah adanya penetapan pengadilan.

Lebih lanjut ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang
membahas mengenai pencatatan perkawinan yaitu pada pasal 34, pasal 35 dan pasal 36.

174 Pancasakti Law Journal (PLJ), Vol. 1, No. 1, Juni 2023




Penetapan Pengadilan Atas Pernikahan Beda Agama Sebagai Bentuk Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan
Maretta Dwi Putri, Nuridin, Moh Taufik

Pasal 34
1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan olch
penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60
hari setelah terlaksananya perkawinan
2)  Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pejabat pencatatan sipil mencatat
pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan

3)  Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 masing-masing diberikan
kepada suami isteri

4)  Pelaporan sebagaimana dimaksud pasal 1 bagi penduduk yang beragama islam dilakukan

di KUA
5)  Data hafll pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan dalam pasal 8

avat (2) wajib disampaikan oleh KUA kepada Instansi pelaksana pada waktu paling lambat

sepuluh hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanffan
6)  Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud ayat 5 tidak memerlukan penerbitan kutipan
akta pencatatan sipil
7)  Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada UPTD
Instansi pelaksana.
Pasal 35
EBbagaimana dimaksudkan pada pasal 34 pencaratan perkawinan.
a) Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan
b)  Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara
asing yang bersangkutan
Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan
perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pada pasal 35 huruf (a) inilah yang menjadi sebuah dasar hukum agar pelaksanaan
perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan penetapan pengadilan. Dimana perkawinan
yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda
agama.

Perlu diperhatikan pada ketentuan Undang-Undang Administrasi ini khususnya mengenai
perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, hal tersebut memang membuka peluang untuk
dilakukan nya perkawmzm beda agama setelah adanya penetapan pengadilan dan pengadilan
memerintahkan pegﬂwm catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut kedalam akta
perkawinan tetapi tidak ada bagian dimana perkawinan beda agama telah disahkan. Karena
pencatatan perkawinan ini bukan suatu hal yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu
perkawinan melainkan hanya sebagai proses administrasi saja (Wiludjeng, 2018)

3.  Perkawinan Beda Agama Dalam Sudut Pandang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam atau KHI merupakan salah satu peraturan yang dibuat oleh
pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai masalah keperdataan umat Islam. Kompilasi
Hukum Islam mengandung aturan hukum Islam sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kesadaran
hukum umat Islam di Indonesia. Landasan Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden
No 1 Tahun 1991, instruksi ini ditujukan agar Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan
pedoman dalam memutuskan perkara warga negara Indonesia yang ber agama Islam yang
berkaitan dengan masalah Perwakafan, Hukum Waris dan masalah Perkawinan (Herawati, 2011).

Mengenai Perkawinan beda agama Kompilasi Hukum Islam dengan tegas melarang
terjadinya perkawin:m pﬂdﬂ pasangan yang melakukan perkawin:m apahila mereka memiliki
status agama yang berbeda. Ketentuan ini terlihat jelas berdasarkan pada pasal 40 dan 44 KHI,
dimana kedua pasal tersecbut menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara
seorang pria dan wanita yang tidak beragama islam begitu pula pada pasal 44 KHI dimana
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seorang Wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yvang tidak beragama
Islam (Saleh, 2019). Ahli figih berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi antara seorang yang
muslim dan seorang bukan muslim adalah tidak sah dan haram. Hal ini diperkuat dengan adanya
beberapa pemikiran mengenai hukum perkawinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli figih
yvaitu:

a Pemikiran dari Imam Abu Hanifah dalam Mahzab Hanafi, dimana pemikiran ini
mempunyai empat hal yang menjadi larangan untuk menikah.

L. Mengharamkan perkawinan beda agama, haram bagi seorang wanita menikahi pria bukan
muslim.

2, Memperbolehkan seorang muslim menikahi seorang yahudi dan Nasrani.

3. Melarang menikahi wanita Kitabiyah yang berada di Daar al-Harbi karena menimbulkan
fitnah.

4, Melarang menikahi wanita ahlu al-kitab zimmi karena mereka menghalalkan makan babi.

b. Pemikiran dari Imam Malik Bin Anas dalam Mahzab \Iah'ki,_ dimana pemikiran ini
memiliki dua pendapat yang menjadi larangan untuk menikah.

L. Mengharamkan perkawinan beda agama karena ditakutkan anak yang dilahirkan mengikuti
agama ayahnya atau ibunya yang non-muslim.

2. Melarang menikahi seseorang yang harbiyah karena dikhawatirkan akan mempengaruhi
anak-anak nya untuk meninggalkan Islam.

c. Pemikiran dari Imam Syafii dalam Mahzab Syafi’i, dimana pemikiran ini memperbolehkan

menikahi wanita ahlul al-kitab yaitu wanita-wanita yahudi dan Nasrani namun lebih baik

untuk tidak menikahinya. Karena setelah diturunkannya Al-Quran menikahi kaum yahudi

dan Nasrani termasuk perkawinan beda agama sehingga menjadi haram untuk dinikahi

(Nurcahaya, 2018).

Berdasarkan mashlahah dengan tujuan agar dapat memelihara jiwa raga, harta, agama dan
kehormatan serta keturunan. Para Ulama Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan beda
agama atau antar agama karena kemudharatannya lebih besar dari manfaatnya. Oleh karena itu
sudah selayaknya ketentuan yang ada dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia harus
tetap dipertahankan dan harus ditingkatkan dalam perundang-undangan Indonesia.

SIMPULAN

Perkawinan beda agama adalah suatu hal yang tidak dibenarkan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun Undang-undang tersebut tidak mengatur
secara khusus mengenai perkawinan beda agama. Namun demikian karena sejatinya Undang-
Undang Perkawinan menempatkan Agama sebagai kekuatan dalam membuat isi dari peraturan
yang termuat didalam undang-undang ini, maka jelas perkawinan beda agama dilarang dan
menjadi sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan apabila tetap dilakukan,
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